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WALI NAGARI LUNANG UTARA
KECAMATAN LUNANG KADUPATEN PESISIR SELATAN

FLRATURAN WALI NAOGARI LUNANG UTARA
NOMOR 05 TAIIUN 2020

TENTANG
DAFTAR FENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (DLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK FPANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (CCVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI LUNANG UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Avat (1)
huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistemn Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Coroma Virus Disease
2019 (Covid -19} dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
danfatau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa
dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai
kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan
penanganan pandemic Corona Virus Discase (COVID-
19}

b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuanpan Nomor
SQ/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedun atas
Peraturan Menten Keuangan Nomar 205/PMK.07 /2019
tentang Fenpelolaan Dana Desa Pasal 24 bagian ¢ point
3 ¥altu  penetapan pemencrima manfaat Bantuan
Langsung Tunai (BLT) Desa:

c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti  Peraturan
Menteri Desa Pembanpunan Dasrah Tertingral dan
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nemor 11 Tahun
2019 Tentang Prionitas Penggunaan Dana Desa Tahun
2020, pada pasal Baayat 1, 2, 3, Ja,3ab, dan 4;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan  =ehagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan hurupf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Daltar
Penerima Manfaar Bantuan Langsung Tunai (BLT}
Dara Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus
Disease 2019 {Cavid. 19,




Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495},
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid
-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 6 tahun 2014 fentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6321);
Peratuyran Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558}
sebagaimana telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

_ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.70/2020

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);

_ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611};



Memperhatikan

: 1, BSurat Edaran Nomor 11 Tahun 2020

7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun
2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomot 632);

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2020
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomer 42 Tahun
2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian
Dana Nagari Setiap Nagari Di Kabupaten Pesisir Selatan

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2020;

9. Peraturan Nagari Lunang Utara Nomor 3 Tahun 2020

Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Nagari

Lunang Utara Tahun 2020 (Berita Nagari Lunang Utara
Tahun 2020 Nomor 004};

10. Peraturan Nagari Lunang Utara Nomor 4 Tahun 2020
Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Nagari Lunang Utara Tahun Anggaran 2020 {Berita
Nagari Lunang Utara Tahun 2020 Nomor 005);

11. Peraturan Wali Nagari Tentang penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lunang

Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Nagari Lunang
Utara Tahun 2020 Nomor 008);

Tentang
Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
Nomor & Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-10
Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal
Penagpgulangan dampak Covid-19 di Desa,

Keputusan Bupati Pesisir Selatan Provinsi Jawa Tengah
Nomor 360/114 2020 Tanggal 30 Maret 2020 Perihal
Status Bencana Non Alam Atas Corona Virus Disease
{Covid 19} diwilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

Hasil Keputusan Musyawarah Nagari Penetapan Calon

Penerima BLT Dana Desa Nagari Lunang Utara Tanpggal
13 Agustus 2020,



MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WAL] NAGARI LUNANG UTARA TENTANG

DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI (BLT} DANA DESA TAHAP LANJUTAN AKIBAT
DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
{COVID-19)

Pasal 1

Dailam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan:

1.

2.
3.
4

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.

Kecamatan adalah Kecamatan Lunang

Nagari adalah Nagari Lunang Utara

Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan Pemernntahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indenesia
Tahun 1945,

Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luaspya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Nagari adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang
selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormat
dalarn sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan
di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Napgari, pelaksanaan Pembangunan
Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Nagari.
Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan  Pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistern Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu
Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga
yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara.
demokratis.

Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah
antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat

yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal
yang bersifat strategis. SRR



gah Nagarn, selanjutma disingkat RPJM

{2. Rencana Pembangunan Jangka Menen
Nagari untuk jangka waktu 0

Kagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan

fenam] tahun. . .
13. Rencana Kerja Prmerintah Nagan, sclanjuinya disingkat RKP Nagar, adalah

prnjabaran dari RPJM Nagan untuk sangha wakiu 1 [satu) tahun.

14. Keuangan Negan adalah ermua hak dan ke ajitan Nagari yang dapat dinilai dengan
uang serta wopala sesuatu berupa vang dan barang yarg berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan krwaphan hagan

15. Anggaran Peadapatan dan Delanja Nagan, selanjuinya discbut AR Yagari, adalah
rencana beuanpan tahunan Pemenntahan Nagari

16. Proritas Penprunaan Dana Desa adalah phhan kegatan sang didahulukan dan
divtamalan danpeda pilikan keglatan lanma untuk dibiayai dengan Dana Drea.

17. Dana Drxa edalzh dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan brlania
nepath veng Giperuntukkan beg Nagari yang ditransfer melalui angzaran
prodapatan dan belanja Daerah Kalupaten dan digunakan untuk memb:ayai
provelenggzraan Pemeniniaban  Desa,  pelaksanaan  pembangunan  hagard,
pembinzen kemas arakatan Nagari, dan pemberdayran masy arakat Nagari.

16. Dencana non alam adalah bencana vang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian
peristiwa nemalam yang antara Lun berupa gagal teknologt, gacl modernisasi,
emdemi, dan wabah peoyakil

19. Pandemi Coroma Virus Disease (COVID-19) adalah skalr peraebaran penyakit
Curuna Virus Disrase [COVID-19) yvang terjadi sceara global di seluruh du B,

20. Dantuan Lengsung Tunai Magari yang selanjutnya disinghkat DLT Nagari adalah
pemYerizn vang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Nagar yang
bersumtrr dari Dana Desa untuk menpurangi dampak ckonomi nkibat adanyva
pandemi Coonn Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penputiaug Dana Dea dipriontaskan untuk membiayni pembanpunan dan
pemberda aan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan mazayarakat
nepard, peninglatan kualitas hidup manusia serta penanprulangan kemiskinan dan
duvanghan dulam rencana bena Pemenniah Nagan,
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Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang

mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. |
{4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan Nagan dcng:an
mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Spsial (DTKS) dari Kemenrian

Sosial ; .
{5) Daftar nama - nama penerima Bantuan Lan
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Wali N
(6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan olch pemerintah Nagari dengan metode
tunai (cash) setiap bulan selama UTARA bulan;
(7} Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- { Tiga ratus ribu rupiah)
dibayarkan selama 3 [ Tiga } bulan terhitung sejak bulan Juli Tahun 2020.

{PRH),

gsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir
agari ini ;

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundanghkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini
dengan penempatannya dalam Berita Nagari Lunang Utara

Ditetapkan di Nagari Lunang Utara
pada tanggal 14 Agustus 2020

whCAS
\ Hir “’:\1
K}/" WAL AGARI LUNANG UTARA,

o

[ E
5 [==2
2 VALINAGART) 2
Lo A
\‘}‘: it
N/ ——PBTRIADI,
1-\_. [ = __:__,-
Sl

-
.“.
-

e

Diundangkan di Nagari Lunang UTARA

pada tanggal 14 Agustus 2020
8 ARIS NAGARI LUNANG UTARA,
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BER|TA NAGARI LUNANG UTARA TAHUN 2020 NOMOR 009



LAMPIRAN

FERATURAN WALI NAGARI LUNANG UTARA
NOMOR 1 9 TAHUN 2020

TANGGAL @ 14 AGUSTUS 2020

DAFTAR NAMA - NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI {BLT)
TANA DISA ATITAT DAMTAR PARTDIYT CORONA VIRUS DISEASE 2019 {COVID-19Y
NAGARI LUNANG UTARA XECAMATAN LUNANG.
KABUPATEN PESISIR SELATAN
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